
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

TAHUN 2009 NOMOR 11 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  TABALONG 

 

NOMOR 11 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH, 

PENGUMPULAN, PENYIMPANAN SEMENTARA 

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABALONG, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka peningkatan 

pelayanan perijinan pembuangan air 

limbah, dan perijinan pengumpulan dan 

penyimpanan sementara limbah bahan 

berbahaya dan beracun, perlu diatur 

biaya perizinannya;  

b. bahwa dalam rangka untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan peng-

awasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, guna 

melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan perlu 

diatur perizinannya; 

 

/ c. bahwa............... 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Retribusi izin Pembuangan Air Limbah, 

Pengumpulan, Penyimpanan Sementara 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

100,Tambahan Lembaran Negera Republik 

Indonesia Nomor 3495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3699);  

 

 

/ 5. Undang-............. 
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3685), sebagai-

mana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang  Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai-

mana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 

/ 8. Peraturan............. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Ber-

bahaya dan Beracun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Ber-

bahaya dan Beracun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3910); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4139; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4161 ) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C 

Nomor Seri 1);  

 
/ 12. Peraturan............ 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 

09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 

Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 03); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 

10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong  Nomor 04); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TABALONG 

dan 

BUPATI TABALONG 

 

MEMUTUSKAN :         

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR 

LIMBAH, PENGUMPULAN, PENYIM-

PANAN SEMENTARA LIMBAH BA-

HAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 

 

 

/ BAB I.............. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Tabalong.  

3. Bupati adalah Bupati Tabalong. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan daerah yang berlaku; 

5. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Selatan Cabang Tanjung. 

6. Bendaharawan Penerima adalah bendaharawan 

penerima pada Instansi Pariwisata. 

7. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok 

orang dan atau badan hukum. 

8. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah 

ke media air melalui outlet. 

9. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang berujud cair. 

10. Titik Penaatan (Point of Complience) adalah satu atau 

lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan 

dalam rangka penaatan baku mutu air limbah; 

11. Limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat Limbah 

B3 adalah  sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung  bahan  berbahaya  dan/atau  beracun yang 

karena      sifat     dan/atau     konsentrasinya     dan/atau 

 
/ jumlahnya............ 
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jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat  mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup 

dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk 

hidup lain. 

12. Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, pengunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

16. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas 

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendali-

an dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

pengunaan  sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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17. Retribusi Pembuangan Air Limbah, dan Pengum-

pulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah 

pembayaran atas pemberian jasa pelayanan perizinan 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 

badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajib-

kan membayar retribusi. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya  

disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 

19. Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  

disingkat STRD adalah  Surat untuk  melakukan  

tagihan  Retribusi  dan  atau  sanksi administrasi berupa 

bunga dan atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penyidik 

untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan 

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi 

Daerah. 

21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya.  

 

BAB  II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 

Pasal  2 

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, Izin 

Pengumpulan  Limbah  B3,  Izin   Penyimpanan  Sementara  / 17. Retribusi............ 

/ Limbah............ 
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Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipungut retribusi 

kepada orang pribadi atau badan hukum sebagai pembayaran 

atas jasa pelayanan pemberian izin.  

Pasal  3 

Obyek retribusi terdiri dari izin pembuangan air  limbah dan 

izin pengumpulan limbah B3 serta izin penyimpanan sementara 

limbah B3. 

Pasal  4 

Subyek Retribusi terdiri atas : 

a. orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh izin 

pembuangan air limbah; 

b. badan usaha yang memperoleh izin pengumpulan 

limbah B3 dan yang memperoleh izin penyimpanan 

sementara limbah B3. 

 

BAB  III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal  5 

Retribusi izin pembuangan air limbah dan izin pengumpulan 

limbah B3 serta izin penyimpanan sementara limbah B3 

termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. 

 

BAB IV 

CARA  MENGUKUR 

TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal  6 

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin diukur berdasar-

kan jenis pelayanan izin yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah.  
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BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN 

DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal  7 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau 

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, 

pengendalian. 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal  8 

 

(1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan golongan jenis izin 

dengan komponen biaya meliputi : 

a. Biaya administrasi. 

b. Biaya transport survey dan pengambilan sample ke 

lapangan. 

c. Biaya transport pengiriman sample ke laboratorium. 

d. Biaya tansport pengambilan hasil uji sample ke 

laboratorium. 

e. Biaya peralatan sampling. 

f. Biaya laboratorium. 

g. Biaya pembinaan.  

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

/ BAB VII............ 
/ BAB V............ 
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BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal  9 

 

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Kabupaten 

Tabalong. 

 

BAB  VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI 

TERUTANG 

 

Pasal 10 

 

(1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu selama izin 

berlaku. 

(2) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama usaha/ 

kegiatan beroperasi dengan ketentuan selama tidak ada 

perubahan terhadap baku mutu air limbah, perubahan 

daya tampung air, kapasitas produksi atau sumber air 

yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan Izin 

Pembuangan Air Limbah. 

(3) Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Penyimpanan 

Sementara Limbah B3  berlaku selama 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 11 

 

Saat retribusi terutang pada saat diterbitkan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

 

/ BAB IX........... 
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BAB IX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal  12 

 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.  

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dikeluarkan oleh 

pejabat yang ditunjuk. 

 

BAB  X 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal  13 

 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ 

lunas 

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 

ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang 

ditentukan dengan menggunakan SKRD. 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang 

ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus 

disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3x24 

jam. 

 

Pasal 14 

 

(1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti 

pembayaran. 

 

/ (2) Setiap.............. 
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(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(3) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 

penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati. 

  

BAB  XI 

TATA CARA PENAGIHAN 

 

Pasal  15 

 

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan 

mengeluarkan surat  bayar/penyetoran atau surat lainnya 

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 

penagihan. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib 

retribusi harus melunasi retibusinya yang terutang. 

(3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat 

yang ditunjuk.  

 

BAB XII 

INSTANSI PEMUNGUT 

 

Pasal 16 

 

Instansi pemungut retribusi izin ini adalah Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Instansi 

yang diberi kewenangan. 

 

/ BAB XIII............. 
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BAB  XIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 17 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 

setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang 

tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan meng-

gunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

 

BAB XIV 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 18 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 

jelas; 

 

/ b. meneliti............ 
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau badan hukum sehubungan dengan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-

dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana retribusi daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

retribusi daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

/ (3) Penyidik............. 
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem-

beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampai-

kan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentu-

an yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal  19 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah 

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Pelanggaran. 

   

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  20 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, 

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 

lanjut oleh Bupati. 

  

 

/ Pasal 21.............. 
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Pasal 21 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. 

        

 

 
Ditetapkan di Tanjung 

pada tanggal 8 Juni 2009 

 

BUPATI TABALONG, 

 

Cap.              ttd. 

 

H. RACHMAN RAMSYI 

 

Diundangkan di Tanjung 

pada tanggal 8 Juni 2009 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TABALONG, 

 

 

                     ttd. 

 

H. ABDEL FADILLAH 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG. 

 Nomor  : 11 Tahun 2009 

 Tanggal  : 8 Juni 2009 

 
 

NO 
KELOMPOK 

IZIN 
JENIS USAHA 

JUMLAH 

TITIK 

AIR 

LIMBAH 

TARIF 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Izin Pembuangan 

Air Limbah 

Penambangan Batubara/Biji Besi 1 titik 

2 titik 

3 titik 

4 titik 

5 titik 

6 titik 

7 titik 

8 titik 

9 titik 

10 titik 

11 titik 

12 titik 

13 titik 

14 titik 

15 titik 

3.810.000,- 

4.210.000,- 

4.610.000,- 

6.010.000,- 

6.410.000,- 

6.810.000,- 

8.210.000,- 

8.610.000,- 

9.010.000,- 

10.410.000,- 

10.810.000,- 

11.210.000,- 

12.610.000,- 

13.010.000,- 

13.410.000,- 

  Migas 1 titik 

2 titik 

3 titik 

4 titik 

3.810.000,- 

4.210.000,- 

4.610.000,- 

6.010.000,- 

  Industri Perkebunan Sawit 1 titik 

2 titik 

2.952.000,- 

3.294.000,- 

  Industri Karet 1 titik 2.745.000,- 

  Industri Pengolahan Kayu 1 titik 2.758.000,- 

  Rumah Sakit/Poliklinik 1 titik 2.825.000,- 

  Hotel : 

a. Berbintang 

b. Melati 

c. Losmen/Penginapan 

 

1 titik 

1 titik 

1 titik 

 

2.231.000,- 

500.000,- 

250.000,- 

  a. Restoran 

b. Rumah Makan 

c. Depot 

1 titik 

1 titik 

1 titik 

2.231.000,- 

500.000,- 

250.000,- 

  IPAL Komunal 1 titik 2.535.000,- 

  Industri Rumah Tangga :  

a. skala besar 

b. skala sedang 

c. skala kecil 

 

1 titik 

1 titik 

1 titik 

 

2.231.000,- 

1.000.000,- 

500.000,- 

 

/ 2. Izin Pengelolaan.................. 

- 2 - 

 

 
2. Izin Pengelolaan 

Limbah B3 

Izin Pengumpulan Limbah B3 - 1.010.000,- 

  Izin Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 

- 810.000,- 

 

 

 
BUPATI TABALONG, 

 

Cap.              ttd. 

 

H. RACHMAN RAMSYI 

 


